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BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 56 TAHUN 2010
TENTANG KETENTUAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

KEBUPATEN PEMALANG TAHUN 2011

BUPATI PEMALANG,

a. bahwa berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas

serta standar harga setempat yang berlaku, Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 56 Tahun 2010 tentang Ketentuan Besarnya
Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011
perlu disesuaikan ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2011.
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengabh;

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5043);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
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Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Keputusan Gubernur Jawa  Tengah tanggal 22 Juli
2009 Nomor : 179/39/2009 tentang Peresmian Pemberhentian
dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pemalang;

Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 8 Oktober 2009
Nomor : 179/113/2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Masa Bhakti
2009-2014;

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun
2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor
28);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor
57);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 12).

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2011 tentang
Ketentuan Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2010 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 56 TAHUN 2010
TENTANG KETENTUAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGI WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG.
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Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56
Tahun 2010 tentang Ketentuan Besarnya Tunjangan Perumahan
bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2010 Nomor 56) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga
a. Wakil Ketua sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu
rupiah)
b. Anggota sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah)

Pasal 2

(1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2010.

(2) Bagi Pengganti Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pemalang diberikan kepada yang
bersangkutan terhitung mulai bulan berikutnya setelah
pengucapan sumpah/janiji.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2006 tentang Ketentuan
Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 77), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 26 Agustus 2011

BUPATI PEMALANG,
ttd
H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 26 Agustus 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

ISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 28



